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PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 1931 TAHUN 2605

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2005

L)

BUPATI JEMBRANA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Dacrah
Kabupaten Jembrana Nomor Tzhun 2005 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran
2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1938 tentang Pembentukan Daerahi-
daerah Tingkat 1! dalam Wilayah Daerah-dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
31685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048}

Undang-Undang Nomor 2] Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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14,
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16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 teotang Program Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43535 ):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Nepara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438): ’

Peraturan Pemerintah Nomor 104, Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
4U41) S€Dagalmana elan aiubdil engan reraiurdn Fercnnii Nnor

84 Tahun 2001 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4156);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027).




Menetapkan

7 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4028);

}8. Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2001 Nomor 119.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dun Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Daerah Nomeor 15); Gt

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Fata Kerja Perangkat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor
48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2005 Nomor 13.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005,
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.! crubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacralr Kabupaten Jembrag
Fahun Anggaran 2003 dengan rinctan sebagai berikut -

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 224.288.059.000,00
b. Bertambah Rp. 10.669.589.400.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 234.957.648.400.00

-

2. Belanja.
a. Semula Rp. 237.848.240.819,00
b. Bertambah Rp. 7.601.323.439.93
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 245.449.564.258.93

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan (Rp  10.491.915,858.93)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 15.060.181.819,00
2) Berkurang Rp. 3.068.265.960.07

Jumlah Penerimaan stl Perubahan Rp. 11.991.915.858.93

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.500.000.000.00
2) Bertambah Rp. -

s
Jumlah Pengeluaran stl Perubahan Rp.  1.500.000.000.00

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 10.491.915.858,93

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran
Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana terscbut dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.




Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah.

itetapkan di Negara.
ppda tangeal 28 September 2005,

Diundangkan di Negara
da tanggal 28 September 2005




